
 

 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024 

Tentang 

Konstitusionalitas Pendidikan Profesi Bagi Tenaga Kesehatan  

 

Pemohon : Shafa Syahrani, dkk. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (UU 17/2023) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 
1945). 

Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 
terhadap UUD NRI Tahun 1945. 

Amar Putusan :  
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “hanya 
diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program sarjana 
yang mengikuti kuliah setelah berlakunya UU 17/2023, 
sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan UU 
36/2014 pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat 
kompetensi serta mendapatkan STR dan SIP diwajibkan 
mengikuti pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya 
dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat 
sebelum perpanjangan SIP dilakukan”;  

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia; 

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 
selebihnya. 

 
Tanggal Putusan : Jumat, 3 Januari 2025 
Ikhtisar Putusan :  
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            Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai 
lulusan sarjana jurusan program studi gizi dan mahasiswa Fakultas Ilmu 
Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi yang merasa dirugikan akibat 
berlakunya norma pasal a quo yakni Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang menyatakan, 
“Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program 
sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik 
profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi”. 

              Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon 
mengenai Pengujian UU 17/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo. 

 Terkait kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon adalah WNI yang 
beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Pasal 212 ayat 
(2) UU 17/2023 khususnya terkait dengan adanya keinginan dari para Pemohon untuk 
langsung melakukan praktik profesi sebagai tenaga kesehatan tanpa harus terlebih 
dahulu melanjutkan pendidikan profesi. Adanya norma pasal a quo menurut para 
Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya atau setidak-tidaknya berpotensi 
dilanggar hak konstitusionalnya untuk langsung bekerja dan berpraktik sebagai 
tenaga kesehatan. 

 Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah 
dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:  

Bahwa para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya 
yang dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 
kesejahteraan umat manusia di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para 
Pemohon dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang dimohonkan 
pengujian. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh 
para Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial serta 
memilki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma atau 
undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika Permohonan        a 
quo dikabulkan maka kerugian tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. 
Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon 
perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023  dengan UUD NRI 
Tahun 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 
 Sementara itu terkait dengan pokok permohonan para Pemohon,   Mahkamah 
pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

           Bahwa adanya perbedaan pengaturan terkait dengan kualifikasi mahasiswa, 
uji kompetensi, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi bagi mahasiswa yang telah 
memilih kualifikasi program bidang kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan dalam 
hal pengadaan tenaga kesehatan sebagaimana diatur  antara UU 17/2023 dan UU 
36/2014, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah merupakan persoalan yang secara 
konkret terjadi akibat adanya perubahan UU 36/2014 menjadi UU 17/2023. Namun, 
terlepas dari hal-hal tersebut, yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah 
berkaitan dengan adanya penambahan syarat pendidikan profesi bagi mahasiswa 
tenaga kesehatan program sarjana yang diberlakukan secara tiba-tiba tanpa ada 
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ketentuan peralihan untuk menjembatani pihak yang terdampak dengan berlakunya 
UU 17/2023. Oleh karena itu, untuk membatasi penilaian Mahkamah dalam 
mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah akan fokus pada 
penilaian apakah berkenaan dengan norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 
mengandung persoalan konstitusionalitas karena menurut para Pemohon 
diberlakukan secara tiba-tiba, termasuk mahasiswa tenaga kesehatan program 
sarjana tingkat akhir serta yang telah lulus dan akan menjalani ujian kompetensi untuk 
mendapatkan STR. Hal tersebut menurut para Pemohon merugikan para mahasiswa 
lain, in casu mahasiswa program sarjana kesehatan yang sejak awal telah 
beranggapan bahwa pasca lulus mengambil program sarjana bidang kesehatan akan 
dapat langsung menjalankan praktik oleh karena pada saat pendidikan tingkat akhir 
akan secara otomatis diikutsertakan dalam uji kompetensi dan akan mendapatkan 
sertifikat kompetensi, namun ternyata harapan tersebut menjadi terhalangi dengan 
berlakunya norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang mewajibkan adanya tambahan 
pendidikan profesi terlebih dahulu.  

            Bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan perlakuan terhadap sarjana 
tenaga kesehatan terkait dengan syarat untuk mendapatkan STR sebagaimana 
diuraikan di atas, maka permasalahan mendasar yang harus dinilai oleh Mahkamah 
lebih lanjut adalah apakah adanya perubahan ketentuan berkaitan dengan syarat 
tambahan pendidikan profesi untuk mendapatkan STR bagi sarjana tenaga kesehatan 
harus diberlakukan terhadap seluruh sarjana tenaga kesehatan yang telah lulus dan 
belum menjalani ujian kompetensi ataukah termasuk semua mahasiswa yang masih 
menempuh pendidikan sarjana tenaga kesehatan program sarjana ketika telah lulus 
pada saat UU 36/2014 masih berlaku, dikarenakan berlakunya UU 17/2023.  

              Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa 
ujian kompetensi dan ujian profesi memang diperlukan guna sebagai bukti pengakuan 
dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk suatu pekerjaan yang didasarkan 
pada pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang 
ditetapkan. Oleh karena itu, bagi mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang 
telah lulus diwajibkan untuk mengikuti ujian kompetensi dan profesi sebelum 
berpraktik atau mendapatkan STR. Dalam ketentuan norma  Pasal 21 UU 36/2014 
diatur untuk mendapatkan STR sebelumnya diwajibkan mengikuti ujian kompetensi 
dan profesi tanpa terlebih dahulu menambah masa pendidikan khusus profesi. 
Sementara itu, pada norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 terhadap mahasiswa 
tenaga kesehatan program sarjana diwajibkan mengikuti pendidikan profesi sebelum 
mendapatkan STR. Dengan demikian, terdapat permasalahan yang  dialami oleh para 
mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang menjadi mahasiswa berdasarkan 
UU 36/2014 yang semula tidak dibebankan persyaratan untuk mengikuti pendidikan 
profesi sebagai syarat baru tersebut di tengah menjalani masa belajar/studi, terlebih 
bagi mahasiswa yang telah lulus dan akan melakukan ujian kompetensi untuk 
mengurus STR. Berkaitan dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah 
pemberlakuan ketentuan baru tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terdampak. 
Artinya, terhadap pihak yang terdampak dengan adanya perubahan undang-undang 
terlanggar haknya untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Dalam 
konteks a quo, mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana yang pada saat masuk 
kuliah telah mempertimbangkan biaya dan masa belajar dengan tanpa adanya 
pendidikan tambahan berupa pendidikan profesi dan dapat langsung mengikuti ujian 
kompetensi untuk mendapat STR serta langsung dapat praktik tentunya dirugikan 
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dengan berlakunya ketentuan baru berdasarkan norma Pasal 212 ayat (2) UU 
17/2023. Sebab, tambahan pendidikan profesi demikian di samping menambah masa 
belajar juga akan menambah beban biaya bagi mahasiswa tenaga kesehatan 
program sarjana yang bersangkutan dan sekaligus menambah masa waktu untuk 
memasuki dunia kerja sebagai ahli sesuai dengan profesinya.  

             Lebih lanjut, berkaitan dengan manfaat dari ujian kompetensi yang di 
dalamnya juga terdapat materi ujian profesi, Mahkamah dapat memahami mengenai 
pentingnya ujian tersebut dilakukan. Namun, berdasarkan ketentuan norma Pasal 21 
UU 36/2014 telah ternyata pelaksanaan ujian kompetensi bagi mahasiswa kesehatan 
program sarjana yang telah lulus dan akan mendapatkan STR dapat dilakukan 
dengan ujian kompetensi yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersama-sama 
lembaga profesi dan menghasilkan sertifikat kompetensi dan profesi. Oleh karena itu, 
untuk menyeimbangkan antara adanya perubahan syarat sebagaimana yang 
ditentukan dalam norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023, di satu sisi ujian kompetensi 
dan profesi penting dan diperlukan untuk menjamin kompetensi dari tenaga kesehatan 
yang bersangkutan, namun di sisi lain perubahan ketentuan berkaitan dengan syarat 
pendidikan profesi tidak boleh merugikan pihak yang terdampak yang berakibat 
terlanggarnya hak warga negara, in casu mahasiswa tenaga kesehatan program 
sarjana akan perlindungan dan kepastian hukum [vide Lampiran II angka 127 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 12/2011)]. Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan dan 
kepastian hukum terhadap hal tersebut,  Mahkamah berpendapat ketentuan norma 
Pasal  212 ayat (2) UU 17/2023 harus diberlakukan terhadap mahasiswa kesehatan 
program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya UU 17/2023. Namun 
demikian, bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan UU 36/2014 pada saat telah 
lulus dan memiliki sertifikat kompetensi melalui ujian kompetensi serta mendapatkan 
STR dan Surat Izin Praktik (SIP), maka tetap diwajibkan mengikuti pendidikan profesi 
yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih 
singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan, yang teknis pelaksanaannya 
diserahkan kepada pemerintah.  

             Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah juga 
mencermati dengan seksama Bab XX Ketentuan Penutup dalam Pasal 453 UU 
17/2023 yang menyatakan bahwa pada saat UU 17/2023 mulai berlaku, maka semua 
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 
berbagai undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan 
diundangkannya UU 17/2023 di mana salah satunya adalah UU 36/2014, dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. Dengan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan 
pelaksana dari undang-undang dimaksud, menurut Mahkamah, jika benar masih ada 
peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU 36/2014 maka hal tersebut harus pula 
menyesuaikan dengan pendirian Mahkamah dalam putusan a quo sebagai 
pijakan/dasar dalam menyesuaikan ketentuan pelaksana. Demikian halnya dengan 
adanya pendirian Mahkamah a quo maka dengan sendirinya pula ketentuan norma 
lain dalam UU 17/2023 yang mengatur berkaitan dengan ujian kompetensi bagi 
mahasiswa tenaga kesehatan program sarjana, maka keberlakuannya menyesuaikan 
Putusan a quo. Terlebih, setelah Mahkamah  mencermati norma Pasal 212 ayat (2) 
UU 17/2023, tidak mengatur  terkait dengan batas waktu bagi mahasiwa program 
sarjana bidang kesehatan yang tetap dapat menjalankan praktik dengan hanya 
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mendasarkan pada kualifikasi uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat 
kompetensi dengan tanpa harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi dan 
mendapatkan sertifikat profesi sebagaimana diatur dalam UU 17/2023. Menurut 
Mahkamah, dengan tidak diaturnya hal terkait dengan batas waktu bagi mahasiswa 
yang masih dapat mengikuti uji kompetensi tanpa terlebih dahulu menyelesaikan 
pendidikan profesi untuk melakukan praktik profesi khususnya untuk mahasiswa 
program sarjana bidang kesehatan sebagimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) UU 
17/2023 pada akhirnya bukan hanya  telah menimbulkan kekosongan hukum, namun 
juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak memberikan perlindungan hukum 
bagi para mahasiswa yang telah memilih program pendidikan sarjana bidang 
kesehatan yang sejak awal pada saat mendaftar sebagai mahasiswa telah 
beranggapan akan dapat secara langsung berpraktik untuk menjadi tenaga 
kesehatan. Di samping itu, menurut Mahkamah terkait dengan tidak diaturnya hal 
tersebut dalam ketentuan peralihan (transitional provision) [vide Lampiran II angka 
127 UU 12/2011] yang sebenarnya jika dirumuskan dapat menghindari terjadinya 
kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon akibat berlakunya Pasal 
a quo, hal tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa kerugian yang dialami 
oleh para Pemohon adalah benar adanya. Oleh karena itu, guna memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum terhadap hal tersebut,  Mahkamah berpendapat 
ketentuan norma Pasal  212 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai, “hanya diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program 
sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya UU 17/2023, sedangkan bagi 
mahasiswa yang terdaftar berdasarkan UU 36/2014 pada saat telah lulus dan memiliki 
sertifikat kompetensi serta mendapatkan STR dan SIP diwajibkan mengikuti 
pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan 
waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan”, sebagaimana 
selengkapnya yang termuat dalam amar Putusan a quo. Namun oleh karena 
permohonan para Pemohon agar norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 dinyatakan 
inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh 
Mahkamah, dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut 
hukum untuk sebagian. 

             Berdasarkan seluruh uraian  pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 
Mahkamah, norma Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 telah ternyata tidak menjamin hak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk 
mendapatkan pekerjaan yang layak serta hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia sebagaimana yang diatur  dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan 
Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. 
Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan 
dalam petitum permohonan, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut 
hukum untuk sebagian.      

             Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang 
amarnya sebagai berikut:  

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 
“hanya diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti 
kuliah setelah berlakunya UU 17/2023, sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar 
berdasarkan UU 36/2014 pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi 
serta mendapatkan STR dan SIP diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang 
materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih 
singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan”;  

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 


